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<b>ABSTRAK</b><br>

Dalam hubungan kerja diperlukan adanya aturan yang mengatur syarat-syarat kerja. KKB merupakan aturan
kerjayang dibentuk atas dasar negosiasi pekerja dan pengusaha. Akan tetapi, KKB memiliki realisasi
terendah dibandingkan aturan lain seperti Peraturan Perusahaan PP . Penyebabnya adal ah keengganan
pengusaha dan ketidakpahaman pekerja mengenai KKB. Berdasarkan permasal ahan tersebut, penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis mengenai peran pemerintah dalam menguatkan KKB sebagai sarana
menciptakan industrial peace. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pengumpulan data melalui
wawancara mendalam dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran Kementerian

K etenagakerjaan terkendala oleh kuantitas sumber daya manusia yang ada serta keterbatasan anggaran yang
dimiliki Kementerian K etenagakerjaan.

<hr>

<b>ABSTRACT</b><br>

In employment relation required the existence of rules that set the terms of work. The KKB isthe rules of
work that formed on the basis of negotiations between workers and employers. However, KKB hasthe
lowest realization compared to other rules, such as Company Regulation PP . One of the cause isthe
reluctance of the employers and the lack of understanding of workers regarding KKB. Based on these
problems, this research aims to analyze the role of the government in strengthening the KKB as a means of
creating industrial peace. This research uses the qualitative method and data collection through in ndash
depth interviews and documentation study. The results of the research shows the role of Ministry of
Manpower constrained by the quantity of human resource and limited budget which owned by the Ministry
of Manpower.
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